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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR KETETAPAN 
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIX/2021 

Tentang 

Ketentuan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  Menjadi Aparatur Sipil 

Negara 

Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam 
hal ini diwakilil oleh Boyamin Bin Saiman selaku Koordinator dan 
Pendiri MAKI serta Komaryono, S.H., selaku Deputi MAKI, 
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum 
Indonesia (LP3HI) dalam hal ini diwakili oleh Arif Suhadi, S.H., 
M.H., selaku Ketua LP3HI dan Kurniawan Adi Nugroho, S.H., 
selaku Wakil Ketua LP3HI, dan Lembaga Kerukunan Masyarakat 
Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) dalam hal ini diwakili oleh 
Marselinus Edwin Hardian, S.H., selaku Ketua KEMAKI dan 
Roberto Bellarmino Raynaldi Hardia selaku Sekretaris KEMAKI 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) 

Pokok Perkara : Pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C UU 
19/2019 terhadap UUD 1945 

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 
2. Menyatakan permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 mengenai 

Pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik 
kembali; 

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan 
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para 
Pemohon 
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Tanggal Ketetapan : Jumat, 30 Juli 2021 
Ikhtisar Ketetapan :  

Bahwa para Pemohon adalah badan hukum yang mempunyai kepentingan yang sama 
terhadap kepedulian dalam penegakan hukum, pencegahan, dan pemberantasan korupsi, serta 
menuju cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia yang adil dan sejahtera. 

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian kata “dapat” dan frasa 
“ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 
2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 
25/PUU-XIX/2021 pada 7 Juni 2021. 

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 21 Juni 
2021, perihal Penarikan Kembali  Permohonan Pengujian Undang-Undang Dalam Perkara Nomor 
25/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian kata “dapat” dan frasa “ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 69C  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Bahwa terhadap surat penarikan kembali permohonan dari para Pemohon bertanggal 21 
Juni 2021, Mahkamah Konstitusi telah menerima konfirmasi dari para Pemohon dalam Sidang 
Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 22 Juli 2021, yang pada pokoknya dalam 
persidangan tersebut, para Pemohon yang  membenarkan penarikan permohonan a quo. 

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 26 Juli 2021 telah berkesimpulan pencabutan 
atau penarikan kembali permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum 
dan penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali dan oleh 
karenanya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat  penarikan 
kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon 

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 
2. Menyatakan permohonan Nomor 25/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian kata “dapat” dan 

frasa “ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 69B ayat (1) serta dalam Pasal 
69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 

permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon. 

 


